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Abstrak 

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 

22/PUU-XV/2017 tentang perubahan pasal 7 ayat (1) pada Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang 

menetapkan bahwa batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah 

sama 19 tahun. Terhadap permohonan dispensasi nikah yang diajukan kepada 

Pengadilan Agama tidak semua permohonan diterima namun terdapat pula 

permohonan yang ditolak. Hal tersebut menjadi pertimbangan Hakim untuk dapat 

mendahulukan maslahah kepada pihak pemohon, serta untuk memberikan 

pertimbangan terbaik diantara keduanya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

pasal 7 ayat (1), yang dijadikan sebagai acuan, dapat dikategorikan relevan 

terhadap kondisi masyarakat saat ini. Membahas rumusan masalah sebagai berikut 

bagaimana proses alur perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, 

bagaimana pertimbangan hakim atas pemberian dispensasi nikah, dan bagaimana 

relevansi perubahan Undang-Undang Batas Usia Perkawinan Nomor 16 Tahun 

2019 dalam perimbangan hakim atas pemberian dispensasi nikah. Teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara interview (wawancara), serta 

teknik analisis data secara deskriptif induktif. 

Hasil dari pengumpulan data yang telah dilakukan oleh peneliti, perubahan 

Undang-Undang ini merupakan bentuk dari Judical Review terhadap Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. 

Pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah tidak selalu mengabulkan 

dan menolak namun kembali mempertimbangkan untuk mendapat pertimbangan 

terbaik bagi pemohon. Serta relevansi antara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019 terhadap pertimbangan hakim atas pemberian dispensasi nikah dapat 

dikatakan belum sepenuhnya revelan. .  

Kata Kunci : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pertimbangan Hakim, 

Relevansi 

 



 

 

Abstract 

Based on the Decision of the Constitutional Court of the Republic of 

Indonesia Number 22 / PUU-XV / 2017 concerning the amendment of Article 7 

paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 to Law Number 16 of 2019 which 

stipulates that the age limit of marriage between men and women is the same 19 

years. Not all applications were accepted for marriage dispensation before the 

Religious Courts, but some were rejected. This becomes the Judge's consideration 

to be able to prioritize the maslahah to the applicant, as well as to provide the best 

judgment between the two. Law Number 16 of 2019 Article 7 paragraph (1), which 

is used as a reference, can be categorized as relevant to the current condition of 

society. Discusses the formulation of the problem as follows, how is the flow 

process for the amendment of Law Number 16 of 2019, how judges consider the 

provision of marriage dispensation, and how is the relevance of amendments to the 

Law on Marriage Age Limits Number 16 of 2019 in the judges' balance of granting 

marriage dispensation. Data collection techniques were carried out by means of 

interviews (interviews), as well as descriptive inductive data analysis techniques. 

The results of data collection that have been carried out by researchers, the 

amendment of this Law is a form of Judical Review of Law Number 1 of 1974 to 

Law Number 16 of 2019. Judges' considerations in granting marriage dispensation 

do not always grant and reject but return consider the applicant's best 

consideration. As well as the relevance between Law Number 16 of 2019 regarding 

the judges' considerations regarding the granting of marriage dispensation can be 

said that it is not yet fully relevant.  

Keywords: Law Number 16 Year 2019, Judge Considerations, Relevance 
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